
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Llngkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat 
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan 
kaidah-kaidab pengelolaan keuangan daerab, maka 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu 
diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas di Llngkungan Pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara; 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas dalam daerah; dan
b. Perjalanan Dinas luar daerah.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas
yang dilaksanakan mulai dari 2 (dua) kilometer dari tempat
kedudukan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan kurang dari
2 (dua) kilometer, maka diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM)
sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas jabatan dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPD harus
memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

(3) SPT  dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh:
a. Bupati untuk perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli

Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, Kepala
Perangkat Daerah, dalam hal Bupati berhalangan, maka
ditandatangani oleh Wakil Bupati dan dalam hal Bupati dan Wakil
Bupati berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
atas nama Bupati;

b. Ketua DPRD untuk SPT perjalanan dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua
DPRD dan Anggota DPRD sedangkan SPD perjalanan dinas Ketua
DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh
Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;

c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas Kepala Bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah; dan

d. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas pejabat
struktural dan staf pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(4) Kewenangan penerbitan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.



BUPATI BANJARNEGARA, 

~1... -- 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal I 9- I~ -CU,tq_, 

Agar setiap orang mengetahui, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banjamegara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Dalam melaksa.nakan perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris 
Daerah dan Pimpinan DPRD dapat mengikutsertakan pendamping. 

Pasal 7A 

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipi 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 7A 
yang berbunyi sebagai berikut : 

(5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
secara berjenjang diatur sebagai berikut: 
a. Asisten ad.ministrasi untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh 

Kasubag dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah yang 
pembebanan biaya perjalanan dinasnya dari anggaran perjalanan 
dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; 

b. Kepala Bagian untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
pelaksana SPD pada unit kerja (Bagian) berkenaan; 

c. Sekretaris Dinas/Badan bagi pejabat eselon ID, eselon IV, PNS non 
struktural dan PTT /Tenaga Non PNS untuk atas nama Kepala 
SKPD apabila Kepala SKPD yang bersangkutan berhalangan dan 
pembebanan biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran 
kegiatan SKPD yang bersa.ngkutan; 

d. Camat dan Lurah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 
Camat dan Lurah; dan 

e. Kepala UPTD dan Kepala Sekolah untuk perjalanan dinas yang 
dilakukan oleh pelaksana SPD pada unit kerja berkenaan. 

(6) SPT dan SPD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; 
d. tempat pelaksa.naan tugas; dan 
e. maksud pelaksa.naan tugas. 

(7) SPI' dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. 
(8) Bentuk SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BUDHJ SARWONO 



BERlTA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR ~ 

Diundangkan di Banjarnegara 
pad a tanggal 1 g - c:i ~ 0-19 t" 

ARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 


